
 

WALIKOTA TANJUNGPINANG 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 
NOMOR 4 TAHUN  2020 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 

NOMOR 9 TAHUN 2012 

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS 

KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TANJUNGPINANG,  

Menimbang  :     a.  bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat 

Daerah, yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan 

wajib dan urusan pemerintahan pilihan diwadahi 

dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah; 

       b.  bahwa Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia 

(KORPRI) bukan merupakan urusan pemerintahan 

yang dapat dibentuk dalam sebuah Organisasi 

Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan asas 

efisiensi, efektifitas, dan fleksibilitas; 

       c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu  

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan 

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 9   

Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 



Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik 

Indonesia; 

 

Mengingat       :   1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2012      

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183); 

4.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia                   

Tahun 2014 Nomor 5601); 

5.  Undang-Undang   Nomor  23  Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 5679); 

6.   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

Memperhatikan : Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 061/352/SJ 

tentang Kelembagaan Korps Pegawai Republik Indonesia. 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 

dan 

 
WALIKOTA TANJUNGPINANG 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 9 

TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI 

REPUBLIK INDONESIA. 

Pasal  I 



Mencabut Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2012 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai 

Republik Indonesia Kota Tanjungpinang. 

 

Pasal  II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

Ditetapkan di Tanjungpinang 
pada tanggal 29 Desember 2020 
WALIKOTA TANJUNGPINANG, 

     dto 

     RAHMA 

 

Diundangkan di Tanjungpinang 
pada tanggal 29  Desember 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG, 
 
         dto 

 

TEGUH AHMAD S 

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2020 NOMOR 42 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI 

KEPULAUAN RIAU (8,53/2020) 


